PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT BUANA FINANCE Tbk
Nomor:42.-

_-/"/
-Pada hari ini,Jumat, tanggal 19-06-2026 (sembilan belas Juni dua ribu dua

puluh enam);
-Pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat,-------
-Berhadapan dengan saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di -------

Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal —----------—---

dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

lx. Tuan HERMAN LESMANA, Iahir di [S8@8, pada tanggal [l -

OO OO OO OO Dirc\tur

PT Buana Finance Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara Republik

indonesia, bertermpat NI

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:

‘n. Nyonya MARIANA SETYADI, lahir di [R8IR pada tanggal |l -

RSSO eIeE D! PT Buana
Finance Tbk tersebut dibawah ini, Warga negara Republik Indonesia,
bertempat tinggal di PRI

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
—.\




o .Kep’endudukan:_ e

- -untuk sementataj b_é’.rada di Jakarta;

}rﬁénurut ketéran_ganv_ ”rf'r;ié;*eka bertindak bera'ahaa-sama dalam jabatannya
| masing-masing sebagai fi‘)"_i’rektur PT Buana Fir_;’éhce Tbk tersebut d}i.bav‘vah ini,
déhgan demikian mewakili Direksi sélaku kuasa dari Rapat Umum.-Pemegang
Saham Tahunan PT Buana Finance Tbk, vang Berita Acara Rapatnya dibuat
‘{oleh Saya, Notaris, pa'd'a' Senin, tangg‘avif7718—0552026 (delapan belas Mei dua
ribu dua puiuit enam) Nomor:22, dari dan oieh karena itu untuk dan atas nama
- |Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUANA FINANCE Tbk, -~
berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Office Tower @ Ciputra

World 2 Ltantai 58 Unit A—l— Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 11, Kelurehan K aret —————

- Semangqa Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang ,
perubahan seluruh Anggaran dasarnya antara lain untuk Glcesualkan déngan. 4
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (umuk .
selanjutnya disebut UUPT) dengan akta saya, Notaris, dan telah dlumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-2010 (lima Maret dua

ribu sepuluh) Nomor 19 Tambahan Nomor 2299;
-Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan disusun kembali ---—-
jdalam Akta Nomor: 14 tertanggal 05-06-2015 (lima Juni dua ribu lima belas)
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan —-----

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia :dengan surat Nomor:
AHU-0938498.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 01-07-2015 (satu Juli —————-
dua ribu lima belas) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

'Dasar Perseroan telah dltenma dan mcatat di. dalam database Slstem i

UAdmmnstrasu Badan Hukum Kementerlan Hukum dan Hak Asasx Manu5|a;é




Republik Indonesia,'dengan' surat Nomor: AHU-AH.01.03-0947444 -—-iimemm-

dengan:

- Akta Nomor: 28 tertanggai 09-06-2016 (sembilan Juni dua ribu enam belas) -

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia, dengan surat Nomor:

AHU-AH.01.03-0060458 tanggal 23-06-2016 (dua puluh tiga Juni dua ribu ~----

enam belas);
-perubahan anggaran daéar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 46 tertanggal
18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puiuh satu) yang dibuat ---------en-
dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0428093 tanggal ----

4-07-2021 (empat belas Julidua ribu dua puluh satu)

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana------—-
dimuat dalam akta Nomor:23, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu
dua puluh enam), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----------

- -{Manusia Republik-Indonesia, ‘dengan- surat -Nomor: AHU-AH.01.09-0326566 - -

tanggal 15-06-2026 (lima belas Juni dua ribu dua puluh enam).

-Untuk selanjutnya PT BUANA FINANCE Tbk dalam akta ini akan disebut --—

“Perseroan’.



- - Para'-Penghadap bértindak'dalam kedudukannya sebégaimaha”férsebm di
“|atas menyatakan deh:gan ini menjamin akan kebénaran idenfitasnya sesuai
- dengan tanda pengenal yang disampaikan kebada saya, Notarié L G —
bertanggting jawab sépéhuhriya atas hal tersebdt dan Para Penghadap ---------

|menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu --
dua puluh enam), Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum --------
Pemegang Saham Tahunan, yang tempat penyelenggaraan Rapat ---------
secara fisik bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Jalan Jenderal ---------—
| Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang diselenggarakan secara ~------—---
‘|elektronik ("Rapat"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -—-
Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
1Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) -----rmreee
. |dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14 Tahun 2025 ----em-em--
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum
|Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara ------------

Elektronik (selanjutnya disebut “POJK e-RUPS”), yang

Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 22, --------e-—nemv
tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh enam), vang ---
diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI") melalui Fasilitas Electronic General

Meeting System KSEI (“eASY.KSEI") dengan Mengakses Fasilitas Acuan

Kepemilikan Sekuritas KSEI (‘“AKSes KSELI) di situs

web https://akses.ksei.co.id

|B. Ba_hwa'untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar

Perseroan dan ketentuan dalam POJK RUPS dan POJK e-RUPS, ——receeee




F;erseroan telah membéritahukan rencana diselenggarakannya Rapat ---—-
Pers‘eroan'kepada Kepa!a‘ Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa
Keuangan (selanjutnya disebut OJK), pada tanggal 01-04-2026 (satu April
dua ribu dua puluh enam) dan perubahan mata acara Rapat kepada —

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April

dua ribu dua puluh enam).

Bahwa untuk mémenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 dan Pasal 12 ---
ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan dalam POJK RUPS dan
POJK e-RUPS, telah dilakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -----

pada Situs Web eASY.KSEI, Bursa dan Perseroan, masing-masing pada --

-|tanggal 09-04-2026 (sembilan April dua ribu dua puluh enam) dan -----------
‘| pemanggilan Rapat pada tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April dua
-|ribu dua puluh enam), bahwa tangkapan layar dari web Perseroan yang ---

~memuat pengumuman dan pemanggilan Rapat dilekatkan pada minuta

akta saya, Notaris, Nomor: 22, tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua

ribu dua puluh enam);

. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --—

-23-04-2026 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh enam) jumlah saham
yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 1.645.796.054 (satu -—-

miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam

ribu lima puluh empat) saham.

- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh

PT EDI Indonesia selaku Biro -‘Administrasi Efek-Perseroan, bahwa dalam:

'Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 1.427.446.836 (satu miliar -—

* lempat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu

delapan ratus tiga puluh enam) saham atau lebih kurang sebesar 86,73% -
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’(‘delapan puluh_ enam koma tujuh tiga persen) dari 1.645.796.054 (satu
rﬁilia.r enam ratu""s empat puluh lima juta tujuh ratus s'embilaﬁ'puluh S
enam ribu Iilﬁa"-puluh empat) saham yang merupakan s‘e!Uruh SRR
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenahya e

ketenvtuan kuorum' sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1

huruf a, Pasal 14 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah ---—-—----

terpenuhi.

|F. Bahwa Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah -—
diberi kuasa oleh Rapat, untuk menyatakan keputusan mata acara--—--—----
.|Ketujuh Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya
- {menambah Kkegiatan Unit Usaha Syariah dan mengubah KBL| sesuai
dengan KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah berasal dari

. |Laba Ditahan.

G. Bahwa dalam akta ini Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di

atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut.

-Séhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Penghadap menerangkan

bahwa dalam Rapat telah memutuskan menyetujui antara lain sebagai berikut:

-MATA ACARA KETUJUH Rapat yaitu
Perubahan Anggaran Dasar, diantaranya menambah kegiatan Unit Usaha
Syariah dan mengubah KBLI 2025, yang modal kerja Unit Usaha Syariah

berasal dari Laba Ditahan.

Bahwa Mata Acara Ketujuh Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara ---
musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham yang hadir -------
dalam Rapat, dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui sebagai ---------

berikut; ----

1 Menyetujui péru;bahan Anggaran dasar diantaranya Pasal 3‘Anggaran —




/ .

Dasar Perseroan, yaitu Perubahan kegiatan usaha dengan menambahkan -
kegiatan usaha Syariah dengan menyesuaikan dengan KBLI 2025 dan
menyetujui menyesuaikan dengan KBLI 2025 serta menyetujui perubahan
pasal-pasal lainnya sehubuhgan dengan ditambahnya unit usaha syariah

dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

maka akan dilakukan penyesuaian di beberapa pasal dalam anggaran -—----

dasar.

2. Menyetujui menyusuh kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar —-
sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan ------
menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara ------

Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara -

Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak ---——
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan --
dengan keputusan Rapat ini, termasuk menyatakan kembali seluruh ---------
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris ----—----

tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan --------

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada

Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----------—---

berlaku,=usw-

- Selanjutnya Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan

dan menyatakan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat, telah disetujui -------—--

perubahén Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka menambah -
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' 'v‘"‘ kegbiatan Unit Usaha Syariah dan‘me'ngubah KBLI 2025, yéng' modal kerja.Unit.‘ |
'|Usaha Syariah berasal dari LabavDitahan yaitu perUbahaﬁ:Pasal's Anggaran
Dasar Perseroan, serta untu‘k mengdadakan penyeéuaian k-alimat e -
mengadakan penambzhan pasal dan/atau perubahan Atharan~--—=—-——~--——-{
| Dasar tersebut, sehingga terdapat perubahan dalam basal-pasal sebagai

berikut:

-Pasal 3, Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14,

Pasai 15, Pasal 17, Pasai 18, Pasai 20;

-Penambahan satu pasal baru yaitu pada Pasal 21 tentang Dewan Pengawas
Syariah, maka terjadi perubahan urutan pasal, yang semula Pasal 21 menjadi

Pasal 22;

-dengan penambahan pasal 21 maka terjadi perubahan dan penyesuaian
urutan pasal mulai pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar
Perseroan, sehingga menjadi Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 .-----—---cmvmme-
-Untuk selanjutnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya -------------

sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan menerangkan

menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam
suatu kodifikasi utuh sesuai dengan lampiran berita acara Rapat sehingga
untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai

berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT BUANA FINANCE Tbk (selanjutnya -

dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), -----------

berkedu’dukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.




baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan --

disesuaikan dengan peréturan perundang-undangan yang berlaku. S—

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan telah mendapat
status sebagai badan hukum sejak tanggal 08-10-1982 (delapan Oktober -------
seribu sembilan ratus delapan puluh dua) sesuai dengan Keputusan Menteri --

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 08-10-1982 (delapan Oktober seribu -~

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang -------

= Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah yang merupakan Unit
Usaha Syariah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --

yang berlaku.

12. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ------
melaksanakan kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan konvensional ---

dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut : -=---=eun-m-x-

a. Pembiayaan Investasi;

b. Pembiayaan Modal Kerja;

c. Pembiayaan Multiguna;

d. Pemberian kredit-lainnya yang tidak dicakup di tempat lain-----r---=—-

3. Se.lain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, -----------




"Pers_e'roén dapat melakukan kegiatan uséha pendUang/penunjang untuk

fnenddk_(z_ng kegiatan usaha utama sepanjang tidaktbe'rtentangan d’enga‘h :

peraturan perundang-undangan yang berlaku..

MODAL

Pasal 4

|Rupiah);

Modal dasar Perseroan berjumlah 4.800.000.000 (empat miliar delapan---
ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 250,00 (dua ratus -
lima puluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumilah nilai nominal —------

seluruhnya sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumiah

1.645.796.054 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus --

seluruhnya sebesar Rp. 411.449.013.500,00 (empat ratus sebelas --—--—-

miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu -------meemeex

“|lima ratus Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para pemegang

saham.

100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -——-—---

ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah

Rp. 411.449.013.500,00 (empat ratus sebelas miliar empat ratus empat
puluh sembilan juta tiga belas ribu Iimé ratus Rupiah) telah disetor penuh
kepada Perseroan oleh para pemegang saham dan merupakan setoran

lama dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 1.436.122.312 (Satu miliar empat ratus tiga puluh enam ---

juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas) saham, dengan

-‘r'\il'ai ‘nominal seluruhnyé sebesar Rp. 359.030.578.000,00 (Tiga ratus
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Iima’puiuh sembilan miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ------
de!aba ribu Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah —-
dikeluarkan oleh Perseroan ‘sebagaimana ternyata dalam akta yang
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di -------
Jakarta, tertanggal dua puluh dua April dua ribu sembilan ---------=v-mmx
(22-4-2009), nomor 30, yang pemberitahuan pengubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi --—-—-
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, -----

tertanggal Sembilan belas Agustus dua ribu Sembilan (19-8-2009) -—-

nomor AHU-AH.01.10-13442;
sebanyak 209.673.742 (dua ratus sembilan juta enam ratus tujuh -----
puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) saham dengan nilai -------
nominal seluruhnya sebesar Rp. 52.418.435.500,00 (lima puluh dua
miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu
lima ratus Rupiah), adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh ------
Perseroan, yang merupakan hasil dari kapitalisasi atas saldo Agio ---
Saham, sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan -
Doktor frawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di --
Jakarta, tertanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua belas ---------==---
(25-5-2012), nomor 265, yang pemberitahuan pengubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---------
Administrasi-Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, -----

tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua belas (20-07-2012) nomor ------

AHU-AH.01.10-26746.

o~
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"Z{rnbahan Modal Ditempatkan dan Disetor:

1). Dengan memperhatikan ketentuan yang berlavku dan peraturan ------

Pasar Modal, Penambahan modal ditempatkan dan disetor --=-------- '

Perseroan tersebut dilakukan melalui ;

a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik ----

yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan —-
hak untuk: membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD") yang --—-—--
merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap -------
pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap ---—-—-

persentase kepemilikan sahamnya.

|b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan ------ -

HMETD.

|2). Dalam melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor, ----

dan/atau pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas Perseroan harus ~--------
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ---—-
(selanjutnya disebut RUPS) dengan kuorum kehadiran dan kuorum
persetujuan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan diatur dalam
peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam ------———-

Anggaran Dasar ini.

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penétapan harga, waktu
dan tata cara penambahan modal tersebut kepada Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang ——-

Pasar Modal.

-|3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau
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Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam -—------

butir 1 huruf a tidak berlék.u'jika Perseroan melakukan penambahan

modal ditempatkan dan disetor melalui penerbitan saham dan/atau

Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:

a. Perbaikan posisi keuangan;

b.  selain perbaikan posisi keuangan;

c.  penerbitan Saham Bonus yang:
'i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo -----

Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau —-------

'ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari -----
agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang -----—--------

dikapitalisasi menjadi modal.

l4). Penyetoran atas saham:

a. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang --—-

atau dalam bentuk lain selain uang atau penyetoran saham ------
berupa hak tagih. Penyetoran saham tersebut wajib disetor ~-----

penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku.

|b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib -----

memenuhi ketentuan sebagai berikut.
i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; ---«-----

ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari -—----

dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam -------

- |bentuk lain sefain Uang; dan

, 13

|bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran



liii. Tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga.——¥——-————-~

"|c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak -----

dapat dilakukan dalam Penambahan modal tanpa kewajiban -
memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

|d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio -
saham, laba bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan -—;—--
yang dikempensasikan sebagai setoran saham dan/atau unsur -
modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih -------
Perseroan, hak tagih tersebut dan/atau Unsur modal sendiri ---—--
lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang -------—-
terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar ---------

Modal.

~|e. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----

penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan -----

untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum.---—------

'f; Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan di

|bidang Pasar Modal.
l5). Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan ---—-----
memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk
melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan,
maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli

sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak --------

dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

‘6). Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan -------
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15. Penambahan Modal Dasar Perseroan;

a)

.

mefnberikan ‘HMETD kepada pemegang saham'maupun tanpa
kewajiban. memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi -~---
mengenai rencana penambah‘an modai dimaksud, dengan ------=--m--
|memperhatikan ketentuan yang berlaku dan perat'urén di bidang

Pasar Modal.

7). Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS ----—-

untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal --
dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan ----
dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan ------------

perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

8). Ketentuan mengenai Efek Bersifat Ekuitas dan/atau penambahan -

modal ditempatkan dan disetor adalah sebagaimana diatur dalam ---
peraturan di bidang pasar modal diantaranya peraturan yang ---------

mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan —---------

HMETD.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----------
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam ---
rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum -

dan/atau penggantinya.

Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan-

dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) =-------

|dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal

dasar;

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan/atauy -------




~|b.3.

b4.

Ib.s.

e

Tpenggantinya;

Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ----------
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari -—-
modal dasar waijib dilakukan dalam jéngka waktu paling lambat

6 (enam) bulén setelah persetujuan Menteri Hukum dan/atau

penggantinya.

Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 huruf b butir 3 pasal ini tidak terpenuhi -----------
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali -~; -----
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan perubahan/penggantinya (sélanjutnya disebut "UUPT"),
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam

ayat 5 huruf b butir 3 pasal ini tidak terpenuhi;

Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf
b butir 1 pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah

anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf b butir

4 pasal ini'."

lc) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang---------------
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% -
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak---——-
hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----—----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----

mengurus persetujuan perubahan anggéran dasar dari Menteri =—--—-
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"Huk_um dan/atau penggantiv_hya atas pelaksanaan penambahan

modal disetor tersebut.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar -——
penuh sampai dengan 10 % (sepUluh persen) dari jumlah saham yang ---
telah ditempatkan atau dalam jumlah tain apabila peraturan perundang-

undangan menentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal -------
dasar dan-modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham
yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum ----

kehadiran maupun pengambilan suara dalam RUPS.

«- |Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan----

- |dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ----------

peraturan Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5
. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, ---~----------- -
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. —----—-
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai--
pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) -

hak suara.

Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa -
orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -~-—-—-
tertulis seorang.diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka ---
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar --

Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah -—---

dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan -------e---
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~ |mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yah’g timbul atas-—

saham-saham tersebut. -
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan e

dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --

| pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang -----

Pasar Maodal, dan UUPT.

Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
ia; Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Koiektif ---
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ----

wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ---

surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

» - |b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ---------

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----
'menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga --------

Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -——--

dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan —-
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. --—---=-s-=e--m-
‘Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku —
pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ------------

peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut -----------—-

dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. ,’__Pe'rseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi
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- |yang berlaku di bidang Pasar Modal.

|pemegang éaham.

/

bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang --

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

a. Nama dan alamat para pemegang saham,;

b. Nomor Surat Saham

c. Nilai Nominal saham;

d. Tanggal pengeluaran surat saham;

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --------emseunx

a. Nama dan alamat pemegang saham ;

b. Nomor surat kolektif saham :

¢. Nomor surat saham dan jumlah saham;

d. Nilai nominal saham;

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;

- Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -------

konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----
menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi--
tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Direktur Utama dan
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ------
Komisaris dan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat -
saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, -------

dengan mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
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" |dilakukan jika:

‘b

memberikan penggantian surat saham.

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -

'|1)  pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham -

adalah pemilik surat saham tersebut; dan

Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; ------- e

Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah

12.. Dalam ha! surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ----

'dilakukan jika:

a.

oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

* |Ekuitas.

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ----

pemilik surat saham tersebut;
Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian --
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ---------vmmm-
Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------------

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksj----------------

Perseroan; dan
rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan--—-

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ------------

pengeluaran pengganti surat saham.-

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung --—

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku

untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat -----—-
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- PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8§

dalam pasal ini yaitu :

a.

1. = Saham-saham yang berada dalam Penitipén Kolektif berlaku ketentuan--

saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --—
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham —-
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian.

saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau —--------— -

Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----—-
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -------
apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----—--

merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ---------
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan =--------
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka —--—-
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar --—-
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -------
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk --—-

kontrak investasi kolektif tersebut ;

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -------- .

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud --

{dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -

dalam hur'uf,c:diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
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Daftar Pemegang Saham Perseroan ;b
Perseroan wéjib memutasikan saham ’da'iam Penitipan Kolekt’if‘ yang -
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaié"n J—

atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -
kolekiif dalam" buku Daftar Pemegang Saham Perseroan méhjadi -----

atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

Permohonan mutasi disampaikan oieh Lembaga Penyimpanan dan --

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----------—-

Birb Administrasi Efek yang ditunjuk- Perseroan;
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang --

rekening sebagai tanda bukii pencatatan dalam rekening Efek; ------

dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan kiasifikasi -——---
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -

dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

Perseroan wajib menclak pencatatan saham ke dalam Penitipan -----

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, ---------—----
kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan ---
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-------
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-----

benar hilang atau musnabh;

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ----
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam ------—-

sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk ---=------------

pemeriksaan perkara pidana;
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.. Pemegang rekening Efek yang Efeknya' tercatat dalam Penitipa{n_--'---—

| Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RU‘P'S. ------

‘{sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening RS

tersebut. -

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek Wajib manyampaikan daftar ---
rekening Efek beserta jumiah saham Perseroan yang dimiliki oleh---—-
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -------
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -------

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; ----2--ueanu-

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara daiam -------
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ---------
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -—------
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada ---—---—

Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan -------

RUPS;

. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -

lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----------
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -------
|Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan --—-----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ------

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada ----——-

Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk_kepentingain -
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masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan --—-----

Perusahaan Efek tersebut:

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --

lain sehubuhgan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian --
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada.Bank Kustodian yang ~—---
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk --------
kontrak investasi koiektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ---------- '

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; ----=----------

0. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -------

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya --—----
sehubungah dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ------ '
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ----
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing------
masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga ------------
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang ---
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -------
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----—--
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari
‘|kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ------

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --

hak-hak lainnya tersebut.

------------- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ———

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara -----

.+ |Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----------

24




Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

a. ‘'nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga ----------

{Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak iain yang ditunjuk oleh -

pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyeiesaian;

b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki --------==-v--

para pemegang saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ---

hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran --

jaminan fidusia tersebut;

«=1e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -—-—---

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham --

{anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ---------

-{ Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu -------—-

diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar

Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -—----

Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap -----

| perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda -

penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,
maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada -------<-<--

Pemegang Saham ada,la‘.h sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang -
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TSaham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. SR

Direksi m‘ény'ediakan Daftar Pemegang Saham dan Dafta'v'rthusus di -
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah -—---
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus -----e--

diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan -----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham -------m--=-
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku dengan --------

memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

" Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -

pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang ----

tidak diperkenankan.
Karenanya dalam hal pemiilikan bersama dari 1 (satu) saham, para --------
pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang ------

akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus ---------

*dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus ------

dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan --

atas surat saham yang bersangkutan.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara --
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, -------
Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu----—---

satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. --~-=c-emeemcenn

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ------
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam ---

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.




Sétiép pendaftaran atau pencatatan dalam Daﬂaf Pemegang Saham ----
termasuk pencatatan mengenai suatu penjua!ani, pemindah-ianganan; -=
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang ményan'gkut e e e :
s’ahéfn-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan ---
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini -

dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-~--s-nvmvmem-

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya

peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, -----—---—-
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen----
“|lyang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-------
-|hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak -----
“latas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham-

harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.------

b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -—---—------
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---

rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana --
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ---------------

ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---

|tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang -----
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut --—---

dicatatkan.

: IZ. Pemindahan hak atas saharﬁ—saham yang bertentangan dengan ----——----—-



__—

i ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan -

pihak yahg berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ------ ~-
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ------
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ------

Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

Apabiia Direksi menoiak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ------- -

saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ---------

‘Ikepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya -

30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk ---------=----
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut -------------

dicatatkan.

Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik ----------

asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru ----------
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pémegang Saham, hal tersebut -------—-
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di -

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian-----
seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----

pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan ~—--<---

' mengajUkan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -----
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Tdapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis --- -
untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.-—---------- -
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima ------ —

baik atas dasar bukii-bukti hak itu dan tanpa mengurangi

ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang

diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan ------
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.----------—--
Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan
Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadiian Negeri, pemegang
saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1i ayat 12 butir (1) huruf a wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan

sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1.

3. RUPS Secara Elektronik:

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam ----------
anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan --—

setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS --—---

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-—--

‘(1). Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan —-

JOJK__mengen_ai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, ~--------

..... .
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i Pérseroén dapat melaksanakan RUPS secara elektronik VL 1L (1 J— ,
|pelaksanaan RUPS oleh Persercan dengan menggunakan media ------

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik -------

lainnya.

(2). Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan -----s--m-

menggunakan:

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang

-

dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang ------

| disetujui oleh OJK; atau —---——

'b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-

c. Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-Rups dan ---—--—--—-

Penyedia e-Rups, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal
khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum ------

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ---===---

. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain ---=-----

sebagaimana diatur pada ayat 4 pasal ini.

. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan ------

kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, —---—
. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas --
: permintéan Dewan Komisaris Perseroan yang diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai alasannya atau atas permintaan pemegang

saham dengan memperhatikan ketentuan dalam‘ ayat 12 pasal ini. ===
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I(1)

Anggaran Dasar ini.

saldo laba yang positif;

9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

Lapbran Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 ~---—

(2) Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai ---------

(3) Usuian Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. ~-=eeeeeemmmeen

(4) Mata acara lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang -----=---

| Saham untuk kepentingan Perseroan dengar tidak mengurangi ---------

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

l10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor

I 2)

“(3)

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan

akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi

- |[keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan

dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.--=--—----------
Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau ----

kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris ===~

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan --

rekomendasi komite audit.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan ----
publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan --

mengenai:

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan --------

publik yang dapat ditunjuk.

‘11.Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----

M pembebasan tanggung jawab sepenuhynya kepada para ---—- -
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‘12.

a_n_ggbté Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas S.yariah'.
at‘és'?-pengurusan dan ben‘gawasan yang ieléh:”dijélankan selama-"tahUn
buku yang ialu, sejauh tindakan tersebut tercermin da!a.m laporan tahu‘hah
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.--—-

Per’rﬁintaan Penyélenggaraan RUPS:

(1).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----------e-a=--

'.’Pasal 11 ayat (8) dapat dilakukan atas permintaan:
ia. {satu) orang atau iebin pemegang sanaim yang bersama-sama ---

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---

~ |saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan -

RUPS; atau

b. Dewan Komisaris.

!(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -------

disertai alasannya.
|(3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang ---
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada

butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.------

|(4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -

butir (1) ayat ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

“|b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ~----me--

diputuskan dalam RUPS; dan

e. tidak bertentanjg'én dengan peraturan'.p.erundang—undangan dan -.

: e - 3




1(5).

).

(7).

l (8).

‘ seb_ag‘aimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15

anggaran dasar Perseroan.----

Direksi Wajlb melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-—-—

. |saham dalam jangka waktu panng lambat 15 (lima belas) hari

kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada  butir (1) ayat ini diterima

Direksi.

Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan -
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari --
pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada 0JK paling lambat

5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud

pada butir (5) ayat ini .
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ————mereeemee
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atag-—----—--------
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) -~
huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) -

hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -—-

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ~-—-—-meenn-

pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan----~-----wmme---

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ---—-—-ceeme--

,(llma belas) han telah terlampauu _pemegang. saham dapat m——

mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS  ——---eeeee-

sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada -

Dewan Komisaris.
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. Dewan KOmisafis wajib melakukan pen_gumuman RUPS kepada
|pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari t'erhitun'g sejak
tanggal permintaan pehyelenggaraan"RUPS sebagaimana -+--—-—--—--

dimaksud pad'a' butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.'-'—-;——---

'|(10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata -
|

acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja---—---e=-----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat

ini.

(11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman--------- -

sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka------—-
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris,

Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari --mee-mem-

pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan-------------- -

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

’(12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -------—-
sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----------
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----e-emu--
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)

huryf a ayat ini---

C113). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ---smmeee-

pengédilan uﬁt_uk menyelenggarakgén‘ RUPS sebagaifhah'a -
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(14).

- |(15).

’(16).

‘(1 7).

[dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan --------

RUPS 2o

|’Jika permintaan penyelenggare;an RUPS dipenuhi oleh Direksi ~-----
atau Dewéh Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan -------
negeri, }pemegang saham yang melakukan permintaan ---------mm-mmm-- '
penye!enggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---e-emeeeeeee

sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan -
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b
ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --—--

diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan-

Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana --
dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ------
belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan

sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ——-

sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir -

35




“7[.‘(18),

’(19).

! (20).

[(15) ayat ini 'a:tau jangka waktu 15 ‘:(‘l‘im‘a belas) hari sebé"gaimana

dimaksud pada butir (16) ayat ini teiah terlampaui.

Dewan’Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata —-------

|acara rapat kepada OJK paling lambat 5 lima) hari kerja sebelum

‘|pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. -------

Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, --
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud daiam butir (9) ayat ini
dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana ----—-—-
dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ---

Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.

Selain memenuhi prbsedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----

butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --

memuat juga informasi:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan--—

pemegang saham dan nama pemegang saham yang -------
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada
Perseroan, jika Direksi atauDewan Komisaris melakukan

RUPS atas permintaan pemegang saham;

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ----
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -—--—-—- -

penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -------—-

pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua: ----------

peng'adilan negeri untuk mehye_lenggarakan RUPS;”ata’u»-
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1e. :Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS; atas -----

{permmtaan Dewan Kom:sans jlka Dewan Ko*msans ----- —

lmelakukan sendiri RUPS yang dmsu!kannya
T TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN PEMANGCILAN -----
e WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--
A --DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN----—

Pasal 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Repubiik Indonesia, =-—s-mmmmmemm--
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.-—

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal

lini wajib dilakukan di:

«: {a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan -----------

sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
+ |b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;----------------
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan ------

usaha utama Perseroan; atau

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan --—-

dicatatkam°

4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib mementuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -—---- -

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan-—----—

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.---—--—-—----

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:

,. :(1). Perseroan wa‘ji’b.-'t'e'rlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
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lS. Pengumuman RUPS:

l(1)

' @)

l @)

1@).

[(3).

acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum e

pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal--r-—em

pengumuman RUPS.

Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib -

diungkapkan secara jelas dan rinci.
Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana ------------

dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan --------- |
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paiing iambat pada saat

pemanggilan RUPS.

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
sanam paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan ------
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----

tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam ---------~

Anggaran Dasar ini.

Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ---—

paling kurang memuat:
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata -—-

acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.

‘Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain -

memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, péngumuman RUPS -

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat -
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7. -Usulan Mata Acara Rapat:

1(1)

l @)

l @)

informasi bahwa 'PerSéroan menyelenggarakan RUPS karena adanya

permintaan dari pémegang saham atau Dewan O 1T 1 YL —

dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman ---

RUPS wajib memuat juga keterangan:

a. RUPS selénj'utnya yang direncanakan akan diselenggarakan------
jika‘ kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang ------
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan---—--——--
lb. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam --

setiap rapat.

Pemegang saham dapat mengusuikan mata acara rapat secara -—-----—-
tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum -

pemanggilan RUPS.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat ------—-
sebagaimana dimaksud pada_butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) ----------
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puiuh)

atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -~---------—--- -

Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat

‘ini harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

~|b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;----
d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----

e. tidék.bertenta'ngan dengan peraturan _perundang-undang,an-.-— -----
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I (4) Perseroan Wéjib mencantumkan usulan mata acara rapat dari --------—-
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -

sampai dengan' butir (3) 'ayét ini d'aiam mata acara rapat'yang dimuat

dalam pémanggilan.

: IS. Pemanggilan RUPS:

|(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham --

| . ,
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, -

1 e eimm { V- WD) [P G o

dengan tlidak mempernitungkan tanggai pemanggiian dan tanggai

RUPS melalui media sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.--

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -—

paling kurang memuat informasi:

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS;

c. - tempat penyelenggaraan RUPS;

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;---

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --

tersebut; dan

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat----

tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-------
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----
‘g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa

melalui e-RUPS.

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu RUPS Kedua:
(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -—-—-—----

a. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu -----

paling Iambat 7 (tujuh) hari sebeium RUPS kedua dilangs'uhgkan. -
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|b. Dalam pemanggﬂan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS-—mem-
pertama telah dllangsungkan dan tidak mencapeu kuorum --s---2aeeeem '
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar
Modal dan peratu ran perundang-undangan lainnya serta peraturan -
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Ic, RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling iambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ---

RUPS pertama dilangsungkan.

‘d., Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis

mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

1(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka --

- |sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.

- |waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, -----—---—-

‘| Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan -—-—-

110. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga: -

).

~ la. ketentuan ,ku,qrum_,.R,,UPS sebagaimana diatur dalam anggaran ---

(1.

@).

Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas

permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;

Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus ------
disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) --—---—-—--

hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayatini -----

memuat paling sedikit:

dasar Perseroan;

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan ---—----—---

kedua;
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c. déﬁarﬁ pemegang saham '-ya,ng berhak hadir pada -—-----—mmmmemme

p',evlaksanaan RUPS pertama dan kedua;

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuofum ------

RUPS kedua; dan

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.---

1(4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum------------

mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
~ |dimaksud daiam ayat 10 butir (1) pasai ini.

11.Bahan Mata Acara Rapat:

l(1)
. '(2)

l ©)

@)

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi ~—-------—--
pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs

web Perseroan dan/atau e-RUPS.

Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ----

sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ------
ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini,~---=-eee—eeae
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan lain tersebut.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon -—
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -——---—-

diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang séjak saat pemanggilan -----

sa.m'pai, dengan penyelenggaraan RUPS; atau -—--=




/ o
l‘b, pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a
. namun palinvg lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, it
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ---—---—----
'(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -
Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan ~ ~-----
formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh
Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling -

sedikit menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham

Independén; dan

lb. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut---—
s 'tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ~----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.---—--==-=-s=meee-x

12.Ralat Pemanggilan:

|(1), Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ---
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) pasal ini. ---<--—--r--wee-
I(Z). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir -
(1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib --—-—------
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan

sebagaimana diatur dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini. --~=mvrmn-

- |(3). . Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan --—-

RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan ---—-
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, Ketentuan -----

: ke_wajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ---------

—_—
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l13. Hak Pemegang Saham:

(1).

(2).

A).

‘(4).

l(s).

Tdimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku sep'anjang Otoritas —-—--

‘|Jasa Keuangan fidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan --

ulang .-

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat —-

kuasa berhak menghadiri RUPS.

Pemegang Saham dapat diwakili cleh Pemegang saham lain atau -—-

perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan

dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun daiam --------

- {pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai -

kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui -
e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan —----
Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima

kuasa.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan —---—-
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang -—--
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.----

Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan --------

pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir --------

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -—-—-
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----------

pemanggilan RUPS kedua; dan

b. untuk RUPS ketiga, perhegang saham yang berhak hadir -------
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‘ (6).

' (7).

).

- Jao.

(11).

merupakan pémegang saham yang terdaftar dalam daftar -------

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari keija sebelum —

p_emanggilah RUPS ketiga.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam

|ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir

dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja

sebelum pemanggilan ulang RUPS.

Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud daiam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang -
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----

sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.

Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris ~-------ccwme-
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal
11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat -----
disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga --------—--cmme-
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-—-----
Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ------—e-eeem--
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata ~-----

acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan --------

Perseroan.

mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir

ldalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
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dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan ----—-- ,

- |suara.

1(12). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara ----- :
elektronik namun tidak menggunakan hak suafanya atau abstain, ———
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama --
dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara -
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas --—-----

pemegang saham.

(13). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang ---

‘14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda.Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank
kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham
dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang

berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.

1(14). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan

Rapat menentukan lain.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain —-

yang terkait dengan mata acara RUPS.

15.Pemberian Kuasa Secara Elektronik

(1). - Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara -—

elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---

suara dalam RUPS.

|(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 -
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(3).

().

I(?).

l ).

©2

(6).

S

sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam

RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan peruhdang-undéngan.-

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini

da‘pat dilakukan pemegang saham secara elektronik melaluj --—----
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang -
disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --

sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini

harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -—----ee-eeeev '

penyelenggaraan RUPS.

Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada ----------
setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.------—-
Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk -

pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika --—--

pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud

|pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -

kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik =-------

meliputi:

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek

| mik pemegeng saham—

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

c.  pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-

Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik —
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j }(10).

(11).

1(12).

1(14)

‘(1 5)

(13).

~ |dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

-|e-RUPS.

// .

sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .------------me=-

Penerima Kuasa sebagaimana'dimaksud pada butir (8) ayat ini ----

wajib:-

a. cakap menurut hukum; dan

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, -

dan karyawan Perseroan.

Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini --

P TR e Ta)

sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, --

wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama -—--

pemberi kuasa dinyatakan batal.

Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian -
dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan
oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur

lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS

. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa ---—---

serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia-----—----

. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh

Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan

kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam -—----- o

—
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prosedur operaswnal standar penyelenggaraan RUPS Perseroan -
!(1 6) Penerlma Kuasa bertanggung jawah atas kuasa ya*\g dlterlma dari--
Pemegang saham dan harus melaksanakan kuas_‘a tersebut —----ee---

dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan ----—----

perundang-undangan.
l(1 7). Ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik dengan memenuhi

ketentuan yang berlaku dan peraturan di Bidang Pasar Modal. -----

|16. Penyedia e-RUPS
Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti ---------
ketentuan yang berlaku dan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya
Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

l17. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman
1(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat ~-------—-ve-—

pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah

RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, -

melalui paling sedikit:

|a. situs web penyedia e-RUPS;

b. situs web bursa efek; dan

c. situs web Perseroan,

-dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -------—--
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa [ e [o] Y- Jn——— -

 |@ Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -
dimaksud dalam butir (1) huruf ¢ wajib memuat informasi yang ---—------

sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan -

Bahasa Indonesia. -
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‘(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran mforma3| yang dlumumkan-—
dalam bahasa asing dengan yang dxumumkan dalam Bahasa ---------=--

| Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam -----—--

Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

l(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ~-;*~
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggiian, -
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----------
|ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud daiam ayat (i) -
sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:~—----

a. situs web bursa efek; dan

b. situs web Perseroan
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan --------

bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.--—---------

|- PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -——-——-

loleh Dewan Komisaris.

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -—-———--

(3) berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

(4) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi ----

tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dirnaksud pada butir
(1) ayat ini dan butir (2) ayat ini , RUPS dipimpin oleh pemegang -----
" |saham. yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

|RUPS.
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©®)

l ©)

Dalam hal angvgvota Dewan Korriisarisﬂ yang ditunjuk oleh Dewan ——n

| Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai bent‘qran kepentingan

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -----
dipinipi‘n oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ----------
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -—-----——-

Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ---

kepentingan, RUPS dipimpin oleh saiah satu anggota Direksi yang -

ditunjuk oleh Direksi.

l (7)

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ------—-

- {untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata

-+ |acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh -—

l (8)

1,(9).

lz. Tata Tertib RUPS:

(1)

@

anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.----------
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----------

pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya -----

yang hadir daiam RUPS.
Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ---------

membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----—--

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ------

kepada pemegang saham yang hadir.

butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-------v-me-- -

@)

Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan

penje]a‘s_an kepada pejmegahg'saham paling kurang ihengenai: -------
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a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; --—

dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat.

- KEPUTUSAN , KUORU# KEHADIRAN, KUOROM KEPUTUSAN,--=rrnzznen

RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RiSALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Keputusan RUPS:

|(1)

l (2)

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

‘(1).

Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah ~-------—--s--
untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran -----

Dasar ini.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----------
sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan ------—-

diambil melalui pemungutan suara.

Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan --—-----

ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -------—veen

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata --—-—-

acara yang harus diputuskan dalam RUPS :

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yéng berlaku di bidang pasar

- Imodal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk

\
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mata acara yang harus dibutuskan dalam RUPS (termasuk ——---———----

behgeldéré’n saham dalam batas modal dasar) dilakukan déhgan”-'-'———'

mengikuti ketentuan:

la.  RUPS dapat dilangsun'g'kan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----—-----

Perseroan menentukan jumiah kuorum yang lebih besar. -----

]b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
|tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengén ketentuan -----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika —---
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----—--

kuorum yang lebih besar.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Prersﬂer‘oan ~~~~~~~~
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh -

jumlah suara setuju yang lebih besar..

(2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua

sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS
- {ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----—- ‘
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
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(4).

kuorum keputusan yang. ditetapkan oleh OJK atas permohonan

Perseroan.

. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -~----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini beriaku---
juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----

untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan -

|usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan

kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumiah ----------

kekayaan bersih.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -------

acara perubahan anggaran dasar Perseroan:

Kuorum kehadiran dan kudrum keputusan RUPS untuk mata acara -~
perubahan anggaran dasar Perseroan (kecuali pengeluaran saham
dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan sebagai ---—-

berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang

lebih besar.

‘b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah

sah jika disétujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-—-—-«-
lc. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak --
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
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(5).

-/

ihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan

jumlah kuorum yang lebih besar;

ld. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam RUPS; dan

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana

dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oieh pemegang saham dari saham --—--
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan

Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuofum keputusan RUPS untuk mata acara ----
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
menjadikan jaminan utang kekayéan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, --------------
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:-

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang
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"c.

le.

dihadiri 6l_éh Pemegang Saham Independen:

/

saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per emp'at) bagian
’da’ri"jumlah seluruh saham dengan hak suara yan:g sah, kecuali -

anggaran dasar Perseroan menentukan jumiah kuorum yang ---—

lebih beéar;
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
|sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----—-

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang

sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ------------m-

jumlah kuorum yang lebih besar;

Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam RUPS; dan

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -
dimaksud huruf ¢ tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham--------
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan----------
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK-atas permohonan

Perseroan.

(6). Kuorum kehadiran dan kuorum képutusan RUPS yang hanya -----------
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Kuorum’kehadiran'dan kuorum keputusan RUPS yang hanya‘ ————————
dihadiri oleh Plenﬁegang Saham Indepehde_n (yang dimaksud —
Pemegang Saham- Independen adalah pemegang saham yang tidak
mempunyai kepéhtingan ekonomis pribadi sehubungan denga‘h e
suatu transaksi tertentu clian a. Bukan merupakan anggota Direksi, --
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan -—--------—--
Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, ---
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di
Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang --
Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali -~--------
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang -----

lebih besar;

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang --------
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang

Saham Independen.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ---

dihadiri oleh ,Pemégang Saham Independen yang mewakili lebih -
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darif“‘ilz (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh éaham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -—-------

Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----

jumlah kuorum yang lebih besar;
.d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jiké disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh

Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.------cue--

ie. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --—---—--
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----—-—-
mengambil keputusan jika dihadiri cleh Pemegang Saham -------
independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam -----—-
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh CJK atas permohonan

Perseroan; dan.

If. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen

|yang hadir dalam RUPS.

‘(7). Kuorum kehadiran dan kucrum keputusan RUPS untuk mata «------
acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki

lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, -
- RUPS..untuk -mata acara perubahan- hak atas saham hanya ~-«-----

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena

dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi ---—----

|saham" tertentu, dengan ketentuan:




S

b.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS ------
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumiah -
seluruh saham pada kiasifikasi saham yapg terkena ------

dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili,

kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah --

kuorum yang lebih besar;

dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a --
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dailam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi
saham yang terkena dampak atas perubahan hak ---------
fersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih ---------

besar;

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga —-
per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar -----—---—-
Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; ------

dan

dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --------—
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, -
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---—------
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v dihadiri- oleh pe'rhegang'saham pada Klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan | O ————
tersebut dalam kuorum  kehadiran daﬁ kuorum SEE

keputusan yang b‘ditetapkan oleh OJK -atas permohonan

Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham vang terkena dampak atas ---------
__perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu ----
tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada ------------
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan -—--—---v--mv
OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan

dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada

kiasifikasi saham tersebut.

(8). Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan ----

semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, ---—-—-
konsumen, pasangan usaha, nasabah penyimpan, kreditur, pemberi
dana, investor dana ventura, danfatau kepentingan pemegang --------

saham minoritas.

|3, Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:
(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah -------

RUPS.

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat

‘|dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk

dari dan Qlehupeserta«RUPS;

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak --

disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta

berita acara RUPS yang d_ibuat ole{vh notaris yang terdaftar di OvJK.= -
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l ).

).

l (5).
|(6).

l @).

I (8).

Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh —--
 |Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat daiam ---
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang --—--

terdaftar di OJK. -

Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta -----
notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda

tangan dari para peserta RUPS.

Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib

disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah

RUPS diselenggarakan.
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana --—-------
dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS

tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja --------------

berikutnya.

Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan
jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung

sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah --

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.

Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)

ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu

pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada

| saat RUPS;

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat - |
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|RUPS dan persentase’n'ya dari jumlah seluruh saham yang ~-—----- :

mempunyai hak suara yang sah;
ld. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

|terkait mata acara rapat; :

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau

|memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang

saham diberi kesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumiah suara setuju, tidak -

setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata --

pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang --------
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait «=----=--

dengan pembagian dividen tunai.

|(10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --

setelah RUPS diselenggarakan.

(11). Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS

sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10)
ayat ini dan Pasal 12 ayat-17 oleh pemegang saham.yang - telah
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan
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RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal

|11 ayat 12 butir (16). ———

l4. Ketentuan Lain-Lain: ’
Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum —-——

dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal --

persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS o

tersebut dalam RUPS terdekat.

b. mengungkapan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a -

dalam laporan tahunan.

-DIREKSI

Pasal 15

“Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.

““Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:--------=s----n--

1 (satu) orang Direktur Utama;

2 (dua) Direktur atau lebih;

Paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga

Negara Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ------------------

perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -

selama menjabat :

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;---------------—-

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

|c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ----------
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1. tidak pernah dinyatakan pailit;

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ---- :.
Dewan Komisaris yan'g dinyatakan bersalah -—--------—-----—- -
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; ----------
~ ‘3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan

dengan sektor keuangan; dan

i4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota ----

Dewan Komisaris yang selama menjabat:

li. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan,; -----
‘ii, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi -
" (dan/atau anggota Dewan Kormisaris pernah tidak ----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan --
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -------
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; -

dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak -—-
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan --------

tahunan dan/atau laporan keuangan kepada-------

OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang---------

{undangan; dan-

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ---—------

dibutuhkan Perseroan.

@enuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, -~--- '
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i1o.

—

ang‘goté Direksi wajib mengikuti kétentuan peraturan perundang-----------==

undangan lainnya.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam -

surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi -------- -

sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan -----------—---

didokumentasikan oleh Perseroan.

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -——---—---

 |dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan -—---—-

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian

“|anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----—---—---

dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

= Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ----

Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan

Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang diadakan setelah tanggal ----
RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa-—
jabétan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan ---—-
anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan ketentuan
yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk

memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa

jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang--------

- 65



undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini.

11. Anggota Direksi setelah masa jabétannya berakhir dapat diangkat ---------

kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

|12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu -

dengan menyebutkan alasannya.

‘b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak --
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -

melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --

lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----

* |Yang bersangkutan diberi Kesempatan membela diri dalam RUPS.-—----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-

dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-

tersebut.

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS ~-------

sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang --

ditetapkan dalam keputusan RUPS.

l13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. --------seee—--
lb. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---------

~-{permohonan.-pengunduran diri.anggota.Direksi yang bersangkutan -----

dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ---

setelah diterimanya surat pengunduran diri.

lc. Perseroan waijib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
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dan menyampaikan kepada "OJ_K‘paIing lambat 2 (dua) hari kerja ~—-----

'seteléh_'d'iterimanya permohonan peﬁgundUran T D= & R ——

sebagaimana dimaksud dalan butir a ayat ini dan hasil

penyeiénggaraan RUPS sebégaimana dimaksud dalam butir b --—----

ayat ‘ini..' '

ld. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang --—--- -
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan —------ecee--

perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Direksi yang meng'undurkan diri sebagaimana ~------

tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya --------
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan-------
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS .------—--

lf. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----

diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

l14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -

waktu oieh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-------=---

lb Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir @ -----—

diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -------em-eee—m-

bersangkutan.
lc. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk «--------——
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan -----—-
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau

menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, --——--——-r—

ld. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf ¢ ayat ini harus -—----—---

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 ----eeemor
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__——

] (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian ------ S

|sementara.
. Dengan iampaunya jangka waktu pen’yeleng’g’araan U1 —
"sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat

mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana---------

dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.

. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ayat ini --------

anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeia

diri.

. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana ----

dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:

‘la. menjalankan pengurusan Perseroan unfuk kepentingan ------------
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan --—

b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -------—---

‘h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat

J-

" |hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan--—--s=----

ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan

Komisaris sampai dengan:

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan --—

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada --------------

huruf ¢ ; atau

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. -

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, -

|maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk =--------.

seterusnya.

- Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak -
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15. RUPS dapat:

16.

~ |- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya'untuk ---------
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian :anggovta'Direksi-----__
yéng diberhentikan sementara fersebut menerima keputusan ------

RUPS.

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi

yang diberhentikan dari jabatannya; atau

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi

yang mengundurkan diri dari jabai'tannya; atau

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi ~—-------

suatu lowongan; atau

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----

-| Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan ---—

diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari -
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -

ditentukan lain dalam RUPS.

Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -

anggota Direksi tersebut:

a. Meninggal dunia;

b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

atau

c. Tidak lagi memenubhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,

dengén memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di



-

118. .

19.

20.Anggota Direksi dilarang:

bidang pasar modal.

‘Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direk'fs.i —
‘|ditetapkan oleh RUPS ,dehgan' m’emperhatikan rekomendasi Komite

~ |Nominasi dan Remunje.rasi dan wewénang tersebut oleh RUPS dapat -----

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -------—-
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, »maka ————————————
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
itu, harus diadakan RUPS untuk mehgisi lowongan tersebut, dengan —---—-
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

beriaku di bidang Pasar Modal.

Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban -

Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang --

sama sebagai Direktur Utama .

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan --—----

dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

a. memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang

dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ---------

. .mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun-—-n----=--

- [tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang --—-

‘Isah;

|c. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang----—-------
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undangan.

| I21 Ketentuan mengenai Direkéi yang belum diatur dalam ahggaran dasar ini

" Imengacu pada Peréturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta

peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan --

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perunda‘ng ---------
- fundangan, anggaran dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan.
“|Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan ------—--—-
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan ----

~|RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan --

perundang-undangan dan anggaran dasar.

l3. Setiap anggota Direksi waijib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung

jawab, dan kehati-hatian.

‘4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung --
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk ----

komite.

IS. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi --
wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun --—

buku. -

: 16 Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun; ~=s---cmeemeesax

a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan -----------
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* |Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang -—-

berlaku.

| »‘b. kode etik yan'gfberlaku bagi seluruh Direksi yéng berlaku bagi seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,
serté pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan -------

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

!7; Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung -------

lrenteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesaiahan atau

kelalaian anggota direksi daiam menjalankan tugasnya.
‘8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian -----—--
\Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat --

membuktikan:

!
i

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---------
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----—

maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --

dan

‘d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.

|9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di -------

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihék lain dan pihak lain dengan --

|Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -------

- |kepengurusan me{upun kepemilikan,}d,engan pembatasan sebagaimana

72

_|dalam maupun di luar pengadilan tentang.segala hal dan dalam segala-- .



/

'ditentukan dalam a-yat‘10 pasal ini.

,1”0. ' Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar penga"dvilan _____

1.

12. Perbuatan hukum

tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan —-
dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan -

segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun'-—é -----------

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:--

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -------

termasuk mengambil uang di Bank atau meminjamkan uang -—---------
sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ----------

Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 anggaran dasar ---

ini);

“|b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain

baik didalam maupun diluar negeri;

“ | harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris --

Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau --—---

(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta —---—--—-
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh ~---eeeeee
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --—-—-reen
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ----
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -—-------
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --

dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) ----

Anggaran Dasar ini.

-untuk melakukah Transaksi Material, tunduk pada Peraturan’ OJK yang
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"13.

114.

* mengatur tentang ‘Transaksi Materlal dan perubahan keglatan usaha
dengan mnmperhatlkan ketentuan dalam pera*uran perunda*\g—

undangan yang berlaku ; -

-untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Beniuran Kepentingan tunduk
pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan
Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---—---

nama Direksi. serta mewakili Perseroan;
lb Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab--
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ----
maka yang berhak dan berwenang beriindak untuk dan atas nama
Direksi serta mewakili Perseroan adalah sebagai berikut :--------oer-mmrv

- 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya apabila anggota Direksi -------

terdiri dari 2 (dua) orang; atau

- 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya apabila anggota Direksi terdiri

dari 3 (tiga) orang atau lebih.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ---—-

Rapat Direksi.

'Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan

|dengan kepentingan-pribadi salah-seorang anggota Direksi, maka ===z .

Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak -------—-

mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai

kepentingan y'__éng,» bertentangan d,e‘h",g'an kepentingan seluruh anggota_

-




“{Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan e

- '|Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
] )¢

”jtidak ada anggota Dewan Kemisaris maké RUPS mengangkat seorang

- |atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di

16.

l17.

18.

atas.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:---------mmemen

 |a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota -

Direksi yang bersangkutan; dan

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang

berhak mewakili Perseroan adaiah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan--

dengan Perseroan;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ------

benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi -

atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan --—--

Perseroan.

Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur -
dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar
Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang -----

berlaku.

RAPAT DIREKSI

1.

- Pasal 17

a. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggab perlu -
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’oyleh seora‘ngb;atéu lebih anggota D'_»irek'si atau atas permi'ri'taan tertulis
dari D'ewar’iKohqisaﬁS atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang :
Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ’
bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan

oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang

1 (satu) kali dalam setiap bulan.

c. Direksi wajib menghadiri Rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puiuh -

persen) dari jumlah Rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun, ------- -
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,---
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih

dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumiah anggota Direksi hadir atau -----—-

diwakili dalam Rapat.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
1 dan ayat 3 waijib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----—---
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ---
dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.---------
Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---

bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -

sebelum rapat diselenggarakan. --

. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yangtelah — ..

disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan

18. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --
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lg.

,11.

12.

13.

“|dan tempat Rapat.

l1o.~=-~

| mewakili Direksi.
P_}émanggilan untuk Rapé_t Difeksi wajib disarﬁbéfkan dengan sarana -
‘{apapun dalam bentuk tertulis yéng disampaikah kepada setiap anggota --
Direksi paling lambat 5 '(l'ima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, -

dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal ----—----

Rapat.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan ------e--

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak —-----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau----———-—--

~{di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat

+ |di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam

wilayah Republik Indonesia.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama .
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk ----—---eenm-

menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu --------

~|dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ~----

yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin ------

Rapat Direksi.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --------

oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. ~--—---

a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ——---

suara dan tambahan 1 (sat'u') suara untuk setiap anggota Direksi-------

lainnya yang diwakilinya.
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‘b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun mmmenm N
| baik sécara langsung mau'pl.'ih secara tidak langsung mempunyai ------
kepéntingan dalam suatu tfansaksi, kontrak atau kontrak yang ----------
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --------
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi --------
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -------

hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak —--------------- |

tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan iain.

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----

ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan

keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari .

1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir .
16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

[17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam -
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan ----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi

dan anggota Dewan Komisaris.

l18. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan --

|Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat -——

tersebut.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
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20.

21.

23.

S

yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat |
16 -dan ayat 17, yang bérsangkutan wajib menyebutkan alasannya-------
secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah --—-

rapat.

Risalah rapat direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 -

wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Risalah Rapat direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-—---

keputusan yang diambil dalam Rapat Direk.si-yang bersangkutan, baik

untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa ---
- [semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang--------—
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----

" |persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ---—--------

menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----

Direksi.

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video -
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan ------
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan ---—-
bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan
diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi -------

dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yéng diambil dengan cara --
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|demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --------- =

diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

124. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan

ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.---—------=--—-

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

terdiri dari

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;

‘- 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang ---------—-
sedikitnya 1 (satu) orang diantaranya merupakan Komisaris --—--—-
Independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -—-------- -

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota —------

Dewan Komisaris, jumlah Komisaris independen wajib paling kurang 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris atau --- -

jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku.-—--~-

‘4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-

_|penunjukan.dari Dewan Komisaris.

l5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang------
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan --------- .

selama menjabat:
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a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

1.

2.

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

tidak pernah dinyatakan pailit;

¢. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dah*selama menjabat:----

tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggoté Dewan

Komisaris yang dihyatakan bersalah menyebabkan suatu ----------

perusahaan dinyatakan pailit;

. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang --—

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan --—-

| sektor keuangan; dan ----——

tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang selama menjabat:

iii.

pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-—-—
pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ---------
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;

dan

pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ----
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -—-----—-

tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -—

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

dan

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
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|12.

Perseroan.

‘Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, -—---— ‘

anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturaﬁ perundang-undangan

lainnya.

Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5
dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisarig-------------

Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar

Modal.

10.

11.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat
dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-—---------------
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan

didokumentasikan oleh Perseroan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib-----------

dipenuhi anggota Dewan Kemisaris selama menjabat.

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana--------------

dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan-------—--

perundang-undangan yang berlaku.

|13.

~ |Komisaris atau komite.yang menjalankan fungsi nominasi. -~

l14.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi---—------
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. ~~------e-----
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota

Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung -----

sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir

pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan setelah
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tanggal RUPS yadg mengangkét péra‘ anggota Dewan Komisaris tersebut
pada' akhirb1't'r(satU)f periode masa jabatan dimaksud, dengan ketentuan 1
(satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris. adalah 5 (lima)
tahun, dengén memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya

berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan anggaran dasar ini.

Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat-—----—---

diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris ---—-----

sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

l b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----

dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----v-ms---
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan ------
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan ------

tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -----

yang dinilai tepat oleh RUPS.

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut --------

diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri

dalam RUPS.

ld. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan

dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ---------—c-=--

pemberhentian tersebut.--

‘e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya -



TRUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal - =

i lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.,
‘17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -
jébatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan-«—--———-—--—-'-’-v-#-

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut---------

kepada Perseroan.

lb. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan —-----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang ---------=
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)

hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. ——==-=-mmsmm-=s-n

|c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
- |dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil -------—--------
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
ld. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan --—--
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ~--------—--

sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -—-

_,,,pgrngangka,tan yang bersangku,tan,@;ngga tanggal disetujuinya E———

pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang S—

mengundurkan diri di_berikén setelah RUPS Tahunan
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membebaskannya.

’ 118. Masa jabatan anggota Dewan Komisaﬁr'is' dengan sendirinya berakhir, ------

apabila anggota-Dewan Komisaris tersebut:

a. Meninggal dunia;
b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;

atau

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan peraturan di --—--—-

bidang pasar modal.

19.  Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi Komite

-1 Nominasi dan Remunerasi.

|20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -
“+|{mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua)
orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS —---—
harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi ---~--
lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Y — -

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya «---
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah -----—- -
seorang anégota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan --—-
Komisaris vakan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan -------—-

mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -~------

Komisaris Utama .

', 1122. Anggota Anggbta Dewan Komisaris Perseroan wajib mematuhi'peraturan
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l23. i

24,

Tperundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

anggota Dewan Komisaris dilarang: -

a. memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut ---<-—---

.dilarang dan/atau bér’tentangan dengan peraturan perundang-----------

undangan;

b. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak

langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah; ~------

c. melakukan tindakan vang dilarang oleh peraturan perundang-----------

undangan.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran

|dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan --—-

perundangan lainnya yang berlaku.

- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ------snumeeee

Pasal 19

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung ----
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya ---------
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha

Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -------
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya --------
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ------------

anggaran dasar.

Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung —-

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh---

tanggung jawab, dan kehati-hatian.-

‘Dalam rangka mendukdng efektivitas pelaksanaan tugas dan ------¥¥-v4-—¥--

86




'tanggung' jawabnya sebagaimana dima’_k’sud pada ayat-(1:) Dewan

Komisaris wajib'mémbentuk Komite Audvit dan dapat m'embe‘nt.ijk komite

lainnya.
Dewan Komisaris Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang

membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun; —--=---==---==mmx

a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ---—-

berlaku.

Ib. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku

bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi,----------
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki -----—-

Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara --—--
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh --------

kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan

tugasnya.
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ------

kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ~—----

apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---------
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----

jawab, dan kehati-hatian untuk kepehtingan dan sesuai dengan ----—-

maksud dan tujuan Perseroan;
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10.

{'1'2-.

- lc. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung madpun tidak-

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --

dan

|d. telah mengambil tindakan untuk mencégah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.
Dewan Komisaris setiap waktu daiam jam kerja kantor Perseroan berhak-
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan---
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua--
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan---
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala--—-

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. :

- Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksj ------

tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib -----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh --
Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memeroleh ------
informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat

waktu.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila ---
karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ------—-
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ~-----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau---------
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -=-=-sues

Komisaris.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas---

|dan wewenang yang diberikan kepada :Komisaris Utama atau -—--—-

88




. baginya.

’13.

14.

- |berlaku.

‘langgota Dewan Komisaris dalam A'n"ggaran Dasar ini berlaku pula

Pada setiap waktu Dewan Komisaﬁs berdééarkan suatu‘keputusan e

Rapat DeWan _Kor'nis'aris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) -----
dengan menyebuikan alasannya, dengah. memperhatikan ketentuan ----

dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam —-------—-

anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta

peraturan perundangan lainnya yang beriaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1.

a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana ----------
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu --—----
persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ---

ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----—---mmmm-m-

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali

dalam 2 (dua) bulan.
c. Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris

paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumiah Rapat Dewan

Koisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

12.4 Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----—-

:  - ' dilangsungkan, sah dan berhak menganib"il keputusan yang méﬁgikat ------
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apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumiah anggoyta—-——‘

Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara ---------

berkala paling kurang 1 (satu) kali délam 3 (tiga) bulan.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ------

Perseroan.

Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud-------
dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya

tahun buku.

Pada rapat yang teiah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ---

- |bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari --------

sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah --
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan

kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.---------

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama . -
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, -—-

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-

- |anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak ---

dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.----------

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun--

dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para -~ -

anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender -----

sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---

dalam keadaaﬁ yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari -
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‘13.

114.

10.

11.

- jwilayah Republik indonesia.

kalender sebelum Rapé_t dengan tidak memp‘erhifungkan tanggal ~----------

. pemanggilan dan ta:nggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan )

oleh Komisaris Utama .

Apabiia semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka -------

pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -------

dan tempat Rapat.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau —
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana -

saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam -

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Kemisaris Utama , apabila -----------
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, -
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ----------
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -

dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat —--

Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -

surat kuasa.

a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris --

lainnya yang diwakilinya.
lb_. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -------—----

mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak --

|yang diusulkan, dalam mana Perseroan_rﬁénjadi salah satu pihaknya -
4 .
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harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan ---------
Komisaris dan'tidak berhak un{uk‘ikuf dalam pengambilén suara -~------
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. ----------
¢. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --------

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara —----

mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat -

meneniukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -------—----

berdasarkan musyawarah untuk m.ufakat.

Dalam hai keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---
~1keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---------
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ---——--

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.--—-— --
|17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota

Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ------

Komisaris dan anggota Direksi.

118. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan

rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting

opinions) tersebut.

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
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20.

21.

22.

23.

yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
16 dan ayat 17, yang bé;sangkﬂtan wajib menyebutkan alasannya secara

tértulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan bada risalah rapat. R

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib -—--

didokumentasikan oleh Perseroan.

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 -----—---
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil

dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para ------

anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah

-idan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ---—--—-

ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan --

secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -

-|Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.—----—---eeemmemm-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --—-

Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media -------m-mm---

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya ----
yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling --—-
melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam ----
Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau. peralatan komunikasi
yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua

anggota Dewan Komiséris-yang berpartisipasi'dalam rapat, untuk ----------
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124.

sah dalam rapat Dewan Komisaris.-

peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -------------

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

Ketentuan méngenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ---

anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta -—--

DEWAN PENGAWAS SYARIAH -

"~ A

| berikut; -

U

asai 41

. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan

prinsip Syariah, Dewan Pengawas syariah wajib melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sesuai dengan Prinsip Syariah dengan -------m-mmemm-
memperhatikan ketentuan-dan peraturan perundangan-undangan yang -
berlaku. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat -—-——-

Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang ----

Syariah Perseroan.

. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari terdiri atas 1 (satu) orang ahli ------

syariah atau lebih atas rekomendasi lembaga yang memiliki -—--—--mem-

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, wewenang dan
tanggung jawab yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan

Komisaris Perseroan.

. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai —---

(a) sebagai wakil Perseroan atau Unit Usaha Syariah Perseroan pada

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

(b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah

94




(©)

l (d)

- |dengan Prinsip Syariah; danA

Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
berfungsi sebagai penasihat dankpemberi saran kepada ---s--—---=mnx-

Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor ~----------

| Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait -----—------

berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan -------
Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran ----—-—

pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan --- ---

kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

l (e)

berfungsi melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip syériah paling -—--

sedikit :

() kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah;

(ii) evaluasi prosedur operasional standar;

(iii) praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh

Perusahaan Syariah; dan

(iv) penerapan akuntansi

l4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: -----—

(a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;

(b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha --—-

Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik ---------—-
Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan -----

kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia;

(c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan -----

pada Perseroan Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan -------

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk ——-------s---
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6.

kepéntinga'n Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan --------—

perundang-undangan dan'faﬂva Dewan Syariah Nasional.---—-----

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan --
oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal --—--—-

tersebut.-

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oieh ----
RUPS, dan wajib mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan
memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu --
terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) yang diadakan
setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan
Pengawas Syariah tersebut pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan

dimaksud, dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota

Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk

memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut ---------

‘| sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan —e-esssemmmen

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -------

ketentuan anggaran dasar ini.

. .'Dewan Pengawas Syariah.dabai diberi gaji atau honorarium dan/atau --
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tunjangah yang ijlahnya ditentukan oleh RUPS, Kewenangan ----------

tersebut dapat dilimpahkan- kepada Dewan Komisaris ----—---cm-ceeme °

Perseroan.

Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri mengenai Dewan -------

Komisaris mutatis mutandis berlaku untuk pengunduran diri Anggota

Dewan Pengawas Syariah.

’10. Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, dan --—

/atau pemberhentian, anggota DPS, termasuk kewenangan yang ---------
melekat kepada DPS, serta Tugas dan wewenang Dewan Pengawas -
Syariah yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada —--—-

Peraturan OJK di bidang Pembiayaan dan/atau dibidang Pasar Modal -

- |dan/atau ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang -

- |berlaku.

Pasal 22

Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.-~--------
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan -------

Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan ---

tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan --—-—-——-

keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----ee---e-- -

disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----------

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ------

dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember setiap tahunnya, buku Perseroan ditutup. ---

97



©

Direksi menyusun laporan tahunan dalam waktu paling lambat 4 (empat)

bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dengan memperhatikan ----- o

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rﬁehyediakannya di —-
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----—-

terhitungsejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -—------
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan,
dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak
menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya
secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat -
tersendiri yang diiekatkan dalam laporan tahunan. dalam hal anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan —
tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah ----

menyetujui isi laporan tahunan.

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada ----------

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut

disampaikan secara tertulis dalam RUPS Tahunan.

Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan menurut tata cara ---—

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

caes Pagal 23 cmeuummmmnnn:

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku adalah sebagaimana -----

\
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penggunaannya ditentukan oleh RUPS tersebut.-

|yang berlaku.

‘lundangan yang berlaku, akan dibagi sebagai dividen.

. tercantum dalam neraca dan perhltungan laba rugiyang telah dlsahkan --

’ oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang posmf yang reemiinin

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun--—-
tahun berikutnya Persercan dianggap tidak memperoleh laba selama —_—
kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup --—--

seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ----

Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain dari laba
bersih yang merupakan saldo laba yang positif, maka laba bersih setelah

dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -—--

RUPS tersebut harus ditentukan juga waktu dan cara pembayaran --—---

dividennya.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang yang --------—-
namanya térdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan ---e—-=--—emve-
memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan -
ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS, satu dan lain dengan tidak —-
mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana --------

saham-saham tersebut dicatatkan.

Dividen yang tidak diambil._setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
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ditetapkan untuk pembayéran dividen, dimasukkan kedalam --; ----------- ,.
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang -- .-
telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang -;-——
telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas
dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi —- |

hak Perseroan.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku =-=------
Perseroan berakhir, berdasarkan keputusan Direksi dan dengan ----—--- -

persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan:

a. jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari -----

pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan ----

v

wajib.

b. jumlah dividen interim tersebut tidak menganggu atau menyebabkan

Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau

mengganggu kegiatan Perseroan.

Mekanisme pembagian Dividen Interim tersebut mengacu pada ------—-------

ketentuan hukum perseroan terbatas dan aturan lainnya yang berlaku. -

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 24

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun

buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan

peraturan perundang-undangan yang beriaku.

--+|2:- Kewajiban penyisihan untuk-cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan=

mempunyai saldo laba yang positif.

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan ---------

* |mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumiah modal ------—-
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ditempatkan dan disetor.
Cadangéh yang belum mencapai jumlah sebagéimana:dimaksud dalam ----
ayat 3 pésal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup ke’tugian yang -- -

tidak dipé_ﬁdhi oleh cadangan lain.

Jika jumiah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari---
jumiah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar ----
jumlah kelebihannya digunakan untuk keperiuan Perseroan. --——---m—-e- :
Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut —----ee-eeeee- ‘

|memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -—---—-

persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan --—----
perundang-undangan yang beriaku. Setiap keuntungan yang ---—---«-ssceeva-
diterima dari Dana Cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi ---------------

Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan --—

sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir 4 anggaran-----------

dasar ini.

Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan—---

nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan --—-
tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan;---—---
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri-

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang -
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berlaku.--

‘3. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang SN

tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Mentefi---------

dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
‘4. Ketentuan mengenai pengurangan modal adalah sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

S—— PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-—-——--

DAN PEMISAHAN

Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ---

oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 -----

ayat 2 anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, ------—- e
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam -—

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan -------—-

perundang-undangan di bidang Pasar Modali.

------------ —-PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA ——-reeeemee

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 27

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----

‘RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 --—---

cosioclanggaran dasarini i ssessmmsess s s s —————————

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ---—
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|adalah sebagaimana dimaksud dalanﬁ.per:aturan perundang-tindangan ------

| yang berlaku, khususnya peraturan'péfUndahg-undangan”di'bidang Pasar -

Modal. -

3. Ketentuan mengenai berakhirnya status badan hukum Perseroan karena -—

pembubaran dan likuidasi Perseroan,‘ termasuk juga karena
penggabungan, peleburan, dan pemisahan Perseroan, adalah -—----—---ve--
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku dan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap -—-
bertempat tinggal pada alamat-alamat sébagaimana dicatat dalam Daftar ------
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa ------

Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29
Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -—------
Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan

dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar,

maka RUPS yang akan memutuskannya.
-Selanjutnya Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan

ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk ---------—-

| mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada ---------------

Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehubungan dengan Perubahan

|Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk keperluan ‘tersebut dengan
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ini menyatakan bahwa:

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang -
tercantUm dalam Peraturan Presiden Repu‘blik Indonesia Nomor 13 Tahun

2018; --

Sehubungan dengan hal tersebut Pemilik manfaat Perseroan adalah sesuai

dengan Surat Pernyataan Direksi.

lz. Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan adalah -
Nyonya Mariana Setyadi selaku Direktur Perseroan yang masih menjabat

saat ini;

l3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----------~----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia -
atau penggantinya, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang -----------—---

sebenarnya;

‘4. Permohonan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atau ----------
penggantinya, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar ~---------

larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

|5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatag---------
sanksi pidana, perdata, dan/atau adminsitratif sesuai ketentuan--------------

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

" |Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab penuh -

dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, --

- |Notaris; dalam mengajukan permohonan-kepada Kementerian Hukum —-w-mmee -

Republik Indonesia dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah
merupakan pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris, dari segala

tuntutan} berupa apapun juga. --
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| _f’: {Penghadap, Saksi-séksi dan saya, Notari._sf-.f* i

“|- Para Peng'hadap saya, Notaris kenal dari idéntita‘snya.

- Para Pengh'adap bertindak dalam kedUdukannya sebagaima'nabtersebut di

atas, menyatakan bahwa identitas Para Penghadap dan dokumen-dokumen
- |yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar dan bertanggung jawab

N sepenuhinya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan saksi- -~

saksi dari segala tuntutan berdpa apapun juga.

" |- Para Penghadap menyatakan mengeta‘hu‘i» dan memahami isi akta ini serta -

mematuhi semua peraturan yang berlaku. -

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

- Nyonya FITRI KADARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -—------—-

lahir di Jakarta, pada tanggal 05-07-1984 (lima Juli seribu sembilan ratus --
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di —----
Jakarta Selatan, Jalan' Sawo Nomor 9, Rukun Tetangga 007, ---emmeeeeeem
Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran ---------

Baru

- Tuan HONENG MARSIDI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -------emmememenem
19-11-1966 (sembilan belas November seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kp.

Harapan Baru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan

Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara;

-untuk sementara berada di Jakarta;

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para. Penghadap

dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh Para




|-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 21f_(§iua) coretan tanpa ~-----—--

"pengganﬁan.

|-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana me_stinya.

.wERIKAN SEBAGA! SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta
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